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ABSTRAK 

 
Berdasarkan data statistik KPP Pratama Bandar Lampung Satu  

dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT 

dan e-filling meningkat setiap tahunnya khususnya pada tahun 2019-

2020. Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh penggunaan e-SPT terhadap penggunaan kepatuhan 

wajib pajak, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan e-

Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui 

Pengaruh Penggunaan e-SPT dan e-Filling secara simultan  terhadap 

kepatuhan wajib pajak serta untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak 

menurut Perspektif Ekonomi Islam. Responden dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak KPP Bandar Lampung Satu.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kuantitatif yang bersifat assosiatif, yaitu untuk 

mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui metode 

survei kuesioner.  Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

random sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Metode 

analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan, efektifitas 

dan kepuasan yang diberikan e- spt dan e – filling dan dari hasil 

analisis data SPT Tahunan KPP Pratama Bandar Lampung Satu maka 

Penggunaan e SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

Penggunaan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak,  

Penggunaan e-SPT dan e-Filling secara simultan berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan dalam mentaati aturan 

pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan 

umat Islam menaati ummara dan melarang menentang mereka. 

Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa 

ayat 59. 

 

 

Kata Kunci : E – Filing, E – SPT, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

Based on the statistical data of KPP Pratama Bandar 

Lampung One above, it can be seen that the number  who use e-

filling increases every year, especially in 2019-2020. So this 

study was conducted to determine whether there is an effect of 

using e-SPT on the use of taxpayer compliance, to determine 

whether there is an effect of using e-Filling on taxpayer 

compliance and to determine the effect of the simultaneous use 

of e-SPT and e-Filling on taxpayer compliance. and to know the 

compliance of taxpayers according to the Islamic Economic 

Perspective. Respondents in this study were individual taxpayers 

at KPP Bandar Lampung Satu. 

In this study, the author uses a quantitative research 

approach that is associative, namely to find the influence of one 

variable with another variable. The data source used is primary 

data through a questionnaire survey method. The sampling 

technique used random sampling method with a sample size of 

100 respondents. Method of data analysis using multiple linear 

regression test. 

The results of this study indicate that the convenience 

provided by e-SPT and e-Filling and from the results of data 

analysis of the Annual SPT KPP Pratama Bandar Lampung 

One, the use of e-SPT has an effect on taxpayer compliance, the 

use of e-Filling has an effect on tax compliance, the use of e-

SPT and e-Filling simultaneously affect tax compliance. 

Compliance in complying with government regulations is in line 

with religious texts that Islam requires Muslims to obey the 

ummara and forbids opposing them. Regarding this matter is in 

accordance with the word of Allah in Surah An-Nisa verse 59. 

 

Keywords: E – Filing, E – SPT, Taxpayer Compliance 
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MOTTO 

 

                       

                        

 Artinya : Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini 

maka perlu adanya ulasan terhadap  penegasan arti dan 

maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. 

Berdasarkan penegasan judul tersebut di harapkan tidak ada 

kesalah pahamanan terhadap pemaknaan judul dari beberapa 

istilah yang di gunakan. Judul skripsi ini adalah 

“PENGARUH PENGGUNAAN E-SPT DAN E-FILLING 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ”. Adapun beberapa 

istilah yang penulis uraikan dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Pengaruh merupakan suatu daya yang timbul dari sesuatu 

baik orang ataupun benda yang dapat membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan  seseorang.
1
 

2. Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan, 

memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai 

aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa 

barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut 

pula sebagai komsumen barang dan jasa. Dalam penelitian 

ini penggunaan adalah pemakaian pada aplikasi yang ada 

pada smartphone dalam membayar pajak. 

3. E-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak 

(WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan 

agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas).
2
 

4. E – FILLING adalah sebuah surat pemberitahuan dalam 

bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan 

                                                     
1
 Nasional Dapertemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2011). 
2
 Murniati Sulistyorini et al., “Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-

registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak”, 2017. 
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menggunakan Aplikasi E-SPT yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online 

dan realtime melalui aplikasi.
3
 

5. Kepatuhan Wajib Pajak. Eliyani, dalam Jatmiko men- 

yatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasikan 

sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya 

informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah 

pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya 

tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan wajib pajak 

timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.
4 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk  mengalokasikan dan mengelola sumber  

daya untuk mecapai falah berdasarkan pada prinsip - 

prinsip  dan nilai nilai al qur‟an dan sunah.
5
 

B. Latar belakang Masalah 

Sumber penerimaan pendapatan negara berasal dari 

banyak sektor, baik dari sektor internal maupun eksternal. 

Sumber pendapatan dari sektor internal adalah penerimaan 

pendapatan dari pembayaran pajak. Pemungutan pajak 

mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang 

kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui 

pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan negara yang bermanfaat bagi rakyat. Pajak 

merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan 

nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara 

diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Usaha 

untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak 

                                                     
3
 Della Fadhilatunisa, “Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Vol. 6 No. 2 (2021), hal. 108–119. 
4
 Agus Nugroho Jatmiko, “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan 

Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak”, (Universitas Diponegoro., 2006). 
5 Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka Setia, 

2014). 
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mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran 

wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak 

yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala 

dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan 

dengan benar dan lengkap. 

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan 

yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano, dalam Ni 

Luh, mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai 

berikut:
6
 Wajib pajak memahami dan berusaha untuk 

memahami semua ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan 

lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang 

dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat 

pada waktunya. 

Kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam 

meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber pajak 

yang ada. Dalam hal ini sumber-sumber penerimaan pajak 

dapat dikategorikan dalam penerimaan pajak untuk 

pemerintah pusat dan penerimaan pajak untuk pemerintah 

daerah. Pajak-pajak yang dapat dikumpulkan oleh aparatur 

negara tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk 

mendanai penerimaan anggaran pemerintah daerah. Berbagai 

penerimaan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat, 

seperti; PPh, PPn, PPn&BM pada akhirnya juga akan 

diserahkan kembali kepada pemerintah daerah melalui 

mekanisme pengalokasian dana perimbangan. Sedangkan 

pajak- pajak daerah yang dapat dihimpun oleh aparatur 

pemerintah daerah, seperti ; pajak daerah, restoran, PBB dan 

BPHTB akan dapat mengisi pos Pendapatan Asli Daerah 

dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD). 

 

                                                     
6 Fauzi Achmad, “Pengaruh Fasilitas Drop Box, E-SPT dan E-FILING Dalam 

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak”, (UIN 

Syarif Hidayatullah, 2015). 
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Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan 

teknologi informasi saat ini sangat membantu segala aktivitas 

manusia seperti memesan barang, jual beli, melamar 

pekerjaan, dan lain sebagainya.
7
 Untuk memudahkan 

masyarakat dalam menyampaikan SPT-nya, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun telah 

meluncurkan e-filing, suatu cara penyampaian SPT tahunan 

PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real 

time melalui internet pada website DJP Online 

(https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan 

SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak online yang 

disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk 

perangkat bergerak (mobile device). E-SPT adalah aplikasi 

pengisian SPT yang disediakan oleh DJP. Namun, beleid 

tersebut kini sudah dicabut dan digantikan dengan Perdirjen 

Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019. Sedangkan e-Filing adalah 

suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time melalui koneksi 

jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang 

beralamat di www.pajak.go.id atau  perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) seperti 

Online Pajak yang menyediakan lapor pajak online secara 

gratis.
8
 

Perbedaan antara e-SPT dan e- filing. E-SPT adalah 

medianya sedangkan e-filing adalah cara penyampaiannya. 

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing 

dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat 

melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti 

wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari 

libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang 

tidak melapokan SPT-nya dengan alasan sibuk. Selain itu, 

                                                     
7
 Ni Putu Bella Novindra dan Ni Ketut Rasmini, “Pengaruh Kemudahan 

Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Computer Self Efficacy Pada Minat 
Penggunaan E-Spt”, Vol. 19 (2017), hal. 1116–1143,. 

8 Fauzi Achmad, Loc.Cit. 

https://djponline.pajak.go.id/
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dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang 

ditimbulkan dari penggunaan kertas. Kemudahan yang 

diberikan oleh e-filing akan menyebabkan Wajib Pajak 

senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan 

kekurangan yang ada dalam e-filing. Kepuasan yang 

dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan e- filing 

akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan 

kembali sistem tersebut.
9
 

 

Tabel 1.1 Data SPT Tahunan Wajib Pajak  

JENIS SPT 

 Metode Penyampaian Spt  

 e-Filing    e-SPT    Grand Total  

SPT Tahunan PPh Badan 5.785 1.873 7.658 

2019 1.426 26 1.452 

2020 1.388 24 1.412 

2021 361 3 364 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 224.485 152 224.637 

2019 36.334 9 36.343 

2020 44.051 4 44.055 

2021 47.497 1 47.498 

Grand Total 361.327 2.092 363.419 

 
Sumber : Data Sekunder, Divisi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama 

Bandar Lampung Satu  - Des 2022 

 

 

Berdasarkan data statistik KPP Pratama Bandar 

Lampung Satu diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak 

PPH Badan lebih banyak menggunakan e-spt sedangkan 

Wajib pajak orang pribadi lebih banyak menggunakan e-

                                                     
9 Nurul Citra, “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan,Persepsi Kemudahan 

Penggunaan,Dan Kepuasanwajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib 

Pajak Di Yogyakarta”, Vol. I (2012), Hal. 15–22,. 
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filling. Wajib pajak yang menggunakan e-filling meningkat 

setiap tahunnya khususnya pada tahun 2019-2020. Dengan 

peningkatan tersebut dapat diasumsikan bahwa sebagian 

masyarakat mulai mengerti mudahnya melaporkan spt 

melalui e-filling sebagai Wajib Pajak, namun dengan 

peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT-nya 

menggunakan e-filling tidak sejalan dengan jumlah wajib 

pajak yang melaporkan SPT-nya menggunakan e-spt. Dari 

penjelasan terkait data diatas dan banyaknya penelitian 

terdahulu yang menggunakan e-spt dan e-filling sebagai 

variabel penelitiannya, maka penulis tertarik memilih variabel 

penggunaan e-spt dan e-filling terhadap kepatuhan wajib 

pajak sebagai variabel penelitian pada skripsi ini. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya 

mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk 

tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan 

reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan meliputi dua 

area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau 

peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan 

reformasi administrasi perpajakan.
10

 Reformasi administrasi 

perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan 

pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan 

sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat 

dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah 

kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun 

kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut 

tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu 

dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan 

komprehensif melalui perubahan– perubahan dalam bidang 

struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi. 

Penulis menggunakan teori Atribusi dalam penelitiannya. 

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, 

                                                     
10

 Djoned M Gunadi, Administrasi Pajak, (Jakarta: DEPKEU RI, 2008). 
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misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori atribusi 

dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku 

ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor 

internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal 

yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak. 

Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas pada 

pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi penilaian tanggung jawab 

para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat 

diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk 

mengidentfikasi faktor internal dan eksternal yang dapat 

menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak. 

 

Dalam perspektif Islam hukum pajak terdapat pada Qs. 

An-Nisa ayat 29 yaitu : 

                      

                   

               

      “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara 

yang batil…”[QS An-Nisa : 29].
11

 

 
Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya saling 

memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak 

dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil 

untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak 

sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 

                                                     
11 Husnul Fatarib, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”, Vol. 15 

No. 2 (2019), hal. 337. 
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ُ  لَا يَحِلُّ مَالُ امِرِئٍ مُسِلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنِه  

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali 

dengan kerelaan dari pemiliknya”
12

 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti “PENGARUH PENGGUNAAN E-

SPT  DAN E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)” 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan yang penulis ajukan dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Peneliti hanya meneliti variabel e-SPT dan e-Filing 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak pengguna E-

SPT dan E-filling pada tahun 2019-2020. 

Dari beberapa identifikasi tersebut, untuk menghasilkan 

penelitian yang lebih fokus penulis membatasi penelitian ini 

hanya berkaitan “PENGARUH PENGGUNAAN E-SPT 

DAN E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, 

maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan e-SPT berpengaruh  terhadap 

kepatuhan wajib pajak ? 

2. Apakah penggunaan e-Filling berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak ? 

3. Apakah Penggunaan e-SPT dan e-Filling 

berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan 

Wajib  Pajak ? 

 

                                                     
12 Ibid. 
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4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak menurut 

Perspektif  Ekonomi Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan e-

SPT terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan e-

Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan e-SPT dan e-

Filling secara simultan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Untuk Mengetahui kepatuhan wajib pajak menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

     Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

bagaiamana pengaruh penggunaan e-spt dan e- filling 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi kasus Wajib Pajak KPP Pratama 

Bandar Lampung Satu). 

b. Bagi Pihak Lain 

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

        Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi 

kebijakan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terutama 

dalam hal pelayanan penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

2) Masyarakat 

       Sebagai sarana informasi mengenai pengaruh 

diterapkanya fasilitas-fasilitas dalam penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) seperti e-SPT dan e-

filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini 

penting agar masyarakat mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib 
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Pajak itu sendiri. 

2. Secara Teoritik 

 

a. Sebagai informasi bagi mahasiswa/I Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, khususnya mahasiswa/I yang ingin 

melakukan penelitian mengenai penggunaan e-spt dan 

e- filling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

perspektif ekonomi Islam (studi kasus wajib pajak KPP 

Pratama Bandar Lampung Satu). 

 

b. Akademisi: Penelitian ini diharapakan menambah 

literatur pembendaharaan ilmu pengetahuan dan acuan 

penelitian pada bidang studi perpajakan terutama untuk 

peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai fasilitas penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang 

memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian 

terdahulu menyangkut penggunaan e-spt dan e-filling. untuk 

itu pada bagian ini akan di berikan penjelasan beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian 

ini. Terdapat bebrapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Pengaruh Penggunaan E-Spt Dan E- Filling Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung 

Satu)”. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti sebelumnya:  

 

R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 2020 

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan 

E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” Metode yang 



11 

 

 

 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan survey. Pengertian deskriptif menurut 

Sugiyono (2010:29) adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi 

tidak digunakan untuk memberi kesimpulan yang lebih luas. 

Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survei. Hasil penelitian ini adalah 1. Wajib Pajak Badan di 

KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada umumnya telah 

menerapkan fasilitas E-SPT, E-FILING dan Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari 

interprestasi nilai total jawaban responden mengenai E-SPT, 

E-FILING, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukan 

kategori sangat baik. 2. Fasilitas E-SPT secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan. Namun berbeda dengan fasilitas E- FILING secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan. Hal ini disebabkan Pelaporan SPT 

Tahunan melalui E-FILING belum maksimal karena masih 

terdapat beberapa kelemahan dari penerapan EFILING yang 

menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Sedangkan pengujian 

secara simultan menunjukan bahwa fasilitas E-SPT dan E- 

FILING secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan.
13

 

 

Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo pada tahun 2018 

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh E-Spt Pajak 

Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak” Metode penelitian berupa metode verifikatif 

digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang 

telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara 

penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan 

wajib pajak karyawan. Penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel penerapan e-SPT PPh (X1) dan pemahaman 

                                                     
13

 Penyampaian Surat Et Al., “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( Survei Pada Wajib Pajak Badan Yang 

Terdaftar Di KPP Pratama Kota Tasikmalaya )”, Vol. 15 No. 1 (2020), Hal. 28–35,. 
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perpajakan (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak karyawan 

(Y) yang diteliti apakah diterima atau ditolak. Pemahaman 

Perpajakan karyawan menunjukan bahwa tanggapan 

responden mengenai pemahaman perpajakan (X2) 

menunjukan bahwa 1% responden menjawab sangat setuju, 

4,6% menjawab setuju, 1% responden menjawab Ragu-Ragu, 

0,36% responden menjawab tidak setuju, 0% responden 

menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan 

di atas dapat disimpulkan 5,6% responden berpendapat bahwa 

Setuju dan responden memahami system pajak di Indonesia 

dan paham akan fungsi perpajakan. Namun untuk 0,36% yang 

menyatakan tidak setuju akan pemahaman perpajakan ini 

membuktikan masih ada wajib pajak yang tidak paham akan 

perpajakan, masalah ini timbul karena masih kurangnya 

sosialisasi untuk perpajakan. Kepatuhan perpajakan wajib 

pajak menunjukan bahwa 3,3% responden menjawab sangat 

setuju, 67% menjawab setuju, 6% responden menjawab Ragu-

Ragu, 3% responden menjawab tidak setuju, 0,3% responden 

menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan 

di atas dapat disimpulkan 70,3% responden berpendapat 

bahwa Setuju. Maka disimpulkan responden yang menyatakan 

setuju mereka sudah patuh akan penyampaian, pembayaran, 

dan perhitungan terhadap pajak. Pengaruh Penerapan e-SPT 

PPh Orang Pribadi dan Pemahaman Perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak disimpulkan berpengaruh secara 

signifikan sebesar 52%, sisanya 48% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
14

 

 

Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu S 

pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Sistem Administrasi E-Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E-

Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib 

Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)” 

                                                     
14

 Pengaruh E-spt Pajak dan Penghasilan Dan, “Pengaruh e-spt pajak 

penghasilan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”, Vol. 2 No. 2 

(2018). 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

dikuantitatifkan, yaitu penelitian yang berdasar pada data 

kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner dan dihitung secara numerikal menggunakan 

perhitungan skala likert. Hasil penelitian ini  Penggunaan 

Sitem Administrasi e- Registration berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib    Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi e-

Biliing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 

Penggunaan Sitem Administrasi e-SPT  berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi e-

Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
15

 

 

Della Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul “Pengaruh 

Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang 

Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan) 

“Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan ex-post facto karena faktor yang dikumpulkan 

sudah ada sebelumnya atau gejala sudah ada pada diri 

responden.  Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

dengan uji t parsial untuk pengaruh secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen dan uji F simultan 

untuk pengaruh secara simultan ketiga variabel independen 

terhadap variabel dependen yang menunjukkan hasil yang 

positif dimana nilai thitung dari uji t-partial lebih besar 

dibanding t tabel sehingga terdapat pengaruh variabel 

independen yaitu (sistem e-filling, e-spt, sosialisasi 

perpajakan) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel 

dependen. Selain itu, hasil dari uji F simultan yang nilai F- 

hitung lebih besar dibanding f-tabel menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh secara simultan ketiga variabel independen 

ini terhadap variabel dependen dengan besar pengaruh 

sebesar 64.7%.
16

 

 

                                                     
15 Murniati Sulistyorini et al., Loc.Cit. 
16

 Della Fadhilatunisa, Loc.Cit. 
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Muhammad Aldi Faridzi dkk pada tahun 2018 berjudul 

“Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 

(Studi Umkm Kecamatan Sukarame)”. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian field 

research. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dan  analisis  

dari  penelitian  ini,  maka memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : Berdasarkan  Hasil  Uji  Parsial  Disimpulkan  

Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak UMKM Berpengaruh 

positif dan Signifikan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak 

UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 2018 artinya 

apabila seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik, 

maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajak 

dengan tepat waktu sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Hasil Uji Parsial 

Disimpulkan Bahwa Religiusitas Wajib Pajak UMKM 

Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 

2018.   Hal ini menunjukan bahwa sikap religiusitas yang 

tertanam dan juga penerapan ajaran agama yang sudah 

diterpakan dalam kehidupan aehari-hari, wajib pajak akan 

membantu untuk mematuhi  aturan  dalam  membayar  pajak  

dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
17

 

Perbedaan Penelitian terdahalu dan penelitian ini terletak 

pada variabel yang digunakan, teori yang di gunakan 

(menurut Perspektif  Ekonomi Islam), serta waktu dan tempat 

penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang 

terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab 

III Metode Penelitian, Bab IV Hasil penelitian dan 

pembahasan, Bab V Penutup. 

                                                     
17 Pengaruh Pemahaman et al., “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 

(Studi UMKM Kecamatan Sukarame)”, Vol. 03 No. 01 (2022), hal. 85–107,. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menguraikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan 

dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan 

penelitian terdahulu yang di terangkan di bab I maka di dapat 

kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat 

hipotesis penelitian. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian,populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, pada akhir bab ini 

terdapat uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang 

deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil 

pembahasan data penelitian serta rekomendasi. 



 

 

16 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI   

 

A. Teori Yang Digunakan 
1. Teori Atribusi  

Menurut Fritz Heider, mempromosikan gagasan bahwa 

perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara 

kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal 

(external forces). Perilaku yang disebabkan faktor internal 

adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali 

pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh 

faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu 

perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari kondisi 

atau situasi tertentu. Teori atribusi merupakan salah satu 

teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi 

determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan-

mengapa, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan 

perilaku setiap individu. 
18

 

Atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, 

misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori 

atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku 

ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor 

internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor 

eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi 

wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas 

pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung 

jawab para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga 

dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu 

untuk mengidentfikasi faktor internal dan eksternal yang 

dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib 

pajak.
19

                                                     
18

 Anindhiati Restu Wardhani Anindhiati Restu Wardhani, “Pengaruh 

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan,‖ Jurnal Of Accounting 9, no. 4 (2020): 2.”, Vol. 04 

(2020). 
19 Fitri Roadhon dan Erina Diamastuti, “Kepatuhan Pajak: Sebuah 

AnalisisTeorotis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,”, Vol. 20 (2020). 
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Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh 

Ajzen dan diberi nama Theory of Planned Behaviour (TPB) 

ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh 

individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku atas 

obyek tertentu. Munculnya niat individu dalam berprilaku 

tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu Behavioral 

(beliefs strength and outcome evaluation), Normative beliefs 

(normative beliefs and motivation to comply), Control 

beliefs.20
 

2. Technology Acceptance Model (TAM) 

Teori Technology Acceptance Model (TAM) 

merupakan salah satu model yang digunakan untuk 

menganalisis atau memprediksi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi diterimanya suatu sistem informasi oleh 

pengguna. Menurut Fred Davis pencetus dari teori tersebut, 

(TAM) merupakan pemanfaatan komputer oleh individu 

yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu presepsi Technology 

Acceptance Model kemanfaatan (perceived usefulness) dan 

kemudahan pengguna (perceived easy of use).  

Presepsi kemanfaatan (perceived usefulness) yang 

dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa 

penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan 

kinerjanya, sedangkan pada presepsi kemudahan pengguna 

kemudahan (perceived easy of use) adalah tingkat keyakinan 

individu bahwa penggunaan sistem infomasi merupakan hal 

yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari 

pemakaiannya.
21

 Terdapat lima faktor utama TAM yaitu
22

: 

a. Kegunaan. Kegunaan ialah bagaimana seseorang 

memiliki kepercayaan  bahwa  sebuah  informasi  dapat 

meiningkatkan perkerjaannya. 

                                                     
20

 Restu Wardhani, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi 

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan”, n.d. 
21

 Nada Putri Aviana, “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah) Di Kabupaten Bantul”, (Universitas Islam Indonesia, 2019). 
22 Bhasarie Herald Anwar Dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Penerimaan Teknologi Menggunakan Kuesioner Technology Acceptance Model ( 
TAM ) pada E- Learning Google Classroom di SMK Negeri 2 Kupang”, Vol. 5 No. 7 

(2021), hal. 2871–2876,. 
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b. Kemudahan  penggunaan   membuat individu  memiliki  

rasa percaya akan sebuah teknologi yang tidak membuat 

individu merasa mempunyai rasa mudah untuk 

menggunakannya. 

c. Sikap. Sikap dimana sebuah individu merasa bahwa 

sebuah teknologi memiliki timbal balik secara positif 

ataumnegatif Sikap  memiliki  hubungan  pada  intensi  

dan kemudahan penggunaan. 

d. intensi. mempunyai pengaruh pada pemanfaatan 

teknologi sesungguhnya dan dipengaruhi oleh perilaku 

serta manfaat. 

e. Penggunaan teknologi sesungguhnya. Secara sederhana  

dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi 

sesunguhnya ialah perilaku yang terdapat pada TRA 

namun berbeda konteksnya, dan faktor ini dipengaruhi 

langsung oleh kegunaan serta intensi. 
 
Gambar 2.1 Model Theory Acceptance Model (Davis) 

 
                             
                     Sumber : Bhasarie Herald Anwar, 2021 

 

Dengan adanya modernisasi administrasi yang 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan pada sistem 

pelayanannya yaitu e-registration, e-filling, dan e-billing, 

sehingga diharapkan teknologi informasi tersebut dapat 

memberikan manfaat dan kemudahan Wajib Pajak sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan 

perpajakannya. 

3. Task Technology Fit (TTF) 

Teori Task Technology Fit (TTF) ini dikembangkan oleh 

Goodhue dan Thompson 1995. Menurutnya TTF adalah 

hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan 

fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi dalam 
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membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya.
23

 Dalam 

hal ini pengaruh Task Technology Fit (TTF) terhadap 

pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan 

pemanfaatan sistem administrasi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kemudahan 

Wajib Pajak dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, 

membayarkan pajak terutang, dan melaporkan pajak yang 

sudah dibayar dengan efektif dan efisien. 

4. Perpajakan 

a. Definisi Pajak 

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan 

dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan 

perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut 

akuntansi pajak. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah 

data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan 

laporan keuanganyang memuat perhitungan perpajakan. 

Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan . Akuntansi Perpajakan adalah sistem 

akuntansi yang menggunakan prinsip-prinsip perpajakan 

yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
24

 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari 

pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat 

Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo: “Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” Sedangkan menurut P. J. A. 

Andriani dalam bukunya Waluyo: “Pajak adalah iuran 

masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Dari kedua 

                                                     
23 Nurul Citra, Loc.Cit. 
24 Muljono Djoko, Akuntansi Pajak, (Yogyakarta: Andi, 2009). 
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definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau 

prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua 

definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa 

atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.  

2)  Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara 

langsung.  

3) Dapat dipaksakan. 

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.  

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi 

kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. 

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara 

yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak menurut 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya 

kemakmuran rakyat.” 

b. Dasar Operasional Pajak 

Peraturan perundangan yang mengatur pajak 

penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 

1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 
Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 

17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri 

Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan Surat 

Edaran Direktorat Jendral Pajak. Dasar   hukum   yang   

mengatur   perpajakan   di   Indonesia terdapat pada 

Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2)  

yaitu,  ―segala  pajak untuk keperluan  negara  

berdasarkan undang-undang. pemerintah dan wajib 

pajak. mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum 
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pajak materil menjadi   kenyataan.   Didalam  hukum  

pajak  formal   ini memuat tentang persyaratan pemohon 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan 

pemohon Pengusahan Kena Pajak (PKP), tata cara 

pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai 

penetapan hutang pajak.
25

 

c. SOP Perpajakan 

1) Pelayanan  Permohonan  Surat  Keterangan  Fiskal  

(SKF) Wajib Pajak 

a) Deskripsi 

Prosedur  oprasi  ini  menguraikan  tata  cara 

penyelesaian permohonan Surat Keterangan Fiskal 

(SKF) Wajib Pajak. Permohonan dapat 

disampaikan secara daring (online), yaitu melalui 

laman Diroktorat Jendral Pajak, atau melalui Loket 

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor 

Pelayanan,Penyuluhan dan  Konsultasi  Perpajakan 

(KP2KP)  di  seluruh  wilayah  kerja  Direktorat  

Jendral Pajak apabila Wajib Pajak tidak dapat 

mengakses laman Direktorat Jendral Pajak.  

b) Dasar Hukum (1)  Undang-Undang   Nomor   6   

Tahun   1983   tentang Ketentuan    Umum    dan     

Tata    Cara    Perpajakan (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun  1983Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara   

Republik Indonesia Tahun  1983  Nomor  50, 

Tambahan  Lembaran Republik Indonesia Nomor 

3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

                                                     
25

 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 
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(3)  Peraturan    Direktur    Jenral    Pajak    Nomor    

PER-mm03/PJ/2019   tentang   Tata   Cara  

Pemberian   Surat Keterangan Fiskal.  

c) Pihak yang Dilayani/ Stakeholder Wajib Pajak 

d) Janji Layanan 

   Jangka waktu penyelesaian paling lama segera   

(otomatis)   apabila   permohonan disampaikan 

secara online, 3 (tiga)  hari  kerja  setelah  

permohonan  diterima secara lengkap apabila 

permohonan disampaikan melalui Loket TPT di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP.Tidak 

ada biaya atau jasa pelayanan. Persyaratan 

administrasi, terdiri dari )  Telah menyampaikan 

SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak 

terakhir; Telah  menyampaikan  SPT  Masa  PPN  

untuk  3 (tiga) Masa Pajak terakhir; Tidak   

mempunyai   Utang   Pajak   di   Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Pusat maupun 

Cabang terdaftar, atau telah mendapatkan izin 

untuk menunda atau mengangsur pembayaran 

pajak  atas  Utang  Pajak  tersebut  secara 

keseluruhan, dan Tidak  sedang  dalam  proses  

penanganan  tindak pidana dibidnag perpajakan 

dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak 

pedana asalnya tindak pidana dibidang perpajakan. 

e) Proses 

Awal : Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat 

Keterangan Fiskal melalui laman Direktorat 

Jendral Pajak atau melalui Loket TPT di Kantor 

Pelayanan Pajak   (KPP)   dan   KP2KP   apabila   

tidaj   dapat mengakses laman Direktorat Jendral 

Pajak. Akhir : Apabila permohonan diajukan 

secara online, maka sistem Direktorat Jendral 

Pajak Langsung menerbutkan  Surat  Keterangan  

Fiskal  Elektronik (e-SKF) qtau mengirimkan 

notifikasi permohonan ditolak. Apabila 

permohonan diajukan melalui Loket TPT di  

Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  dan  KP2KP, 

maka petugas Loket TPT mencetak Surat 

Keterangan Fiskal/Surat Penolakan SKF kemudian 

menyerahkan kepada Wajib Pajak/ Kuasa/ 

Pegawai/Pihak  ditunjuk dengan menggunakan 
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amplop tertutup paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah permohonan diterima lengkap.Keluaran/ 

Hasil Akhir (Output) Penyampaian secaraonline; e-

SKF/ Notifikasi Penolakan Permohonan SKF; dan 

Penyampaian melalui Loket TPT di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP, maka petugas 

Loket TPT mencetak Surat Keterangan Fiskal/ 

Surat Penolakan SKF. 

d. Teori Pengenaan Pajak 

Ada lima teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti teori 

asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori 

asas daya beli
26

 :  

1) Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak 

pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai 

warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari 

bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. 

2) Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, 

harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu 

rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 

jaminan perlindungan tersebut. b. Teori Kepentingan 

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar 

besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-

jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap Negara, maka seakin 

tinggi pajak yang harus dibayar.  

3) Teori Daya Pikul Teori ini mendasarkan peungutan 

pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara 

kepada warganya. Biaya- biaya sehubungan dengan 

jasa ini harus dipikul oleh warna Negara yang 

menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban 

pajak sesuai dengan keadilam, haruslah 

mempertimbangkan daya pikul seseorang.  

4) Teori Asas Daya Beli Pajak dipungut berdasarkan 

pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti 

menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk 

rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan 

menyalurkan kembali kemasyarakat daam bentuk 

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

                                                     
26 Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2013). 
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e. Macam-Macam Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga 

kelompok, yaitu: Pajak Menurut Golongan, Pajak 

Menurut Sifat danPajak Menurut Lembaga Pemungutan. 

1) Pajak Menurut Golongan  

a) Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi 

beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. 

Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).  

b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah 

pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain atau pihak ketiga langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).  

2) Pajak Menurut Sifat 

a) Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang 

penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan 

keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak 

penghasilan.  

b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan objek, baik berupa benda, 

keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar 

pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi 

subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya 

adalah pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan atas barang mewah. 

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutan 

a) Pajak Pusat, Pajak Pusat adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai 

contoh adalah pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang 

mewah.  

b) Pajak Daerah, Pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I 

maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 
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f. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang 

mempunyai dua fungsi
27

, yaitu : 

1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana 

bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.  

2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur 

atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial 

ekonomi.  

g. Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga 

ssistem,
28

 yaitu sebagai berikut : 

1) Official Assessment system Adalah suatu sistem 

pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2) Self Assessment System Adalah suatu sistem 

pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang terutang.  

3) With Holding System Adalah suatu sistem 

pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

h. Definisi Wajib Pajak 

Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 

ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi 

atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupa- 

kan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007,Ketentuan Umu

m dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: 

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

                                                     
27 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 2011). 
28 Ibid. 
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maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi koperasi, dana pensiun. 

5. Pajak Dalam Perspektif  Ekonomi Ekonomi Islam 

Dalam al-qur‟an dharaba adalah bentuk kata kerja 

(fi‟il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah 

dharribah yang dapat berarti beban. Dharibah dalam isim 

mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya 

adalah dharib. Ia disebut beban, karena merupakan 

kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga 

dalam pelaksanaan Dalam al-qur‟an (bahasa arab) hanya 

satu kali saja terdapat kata “pajak” yaitu terdapat pada 

terjemahaan QS AT-TAUBAH [9]:29
29

 

               

              

             

              

 “Perangilah orang orang yang tidak beriman kepada 

allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka 

tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh allah dan 

rasullnya dan tidak beragama dengan agama yang benar 

(agama allah), (yaitu orang orang) yang diberikan al-kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”30 

                                                     
29 Husnul Fatarib, Loc.Cit. 
30 Kementerian Agama dan Republik Indonesia Wanita., Al-Qur’an Al-Karim 

Tajwid dan Terjemahnya, (Jawa Timur: Halim Publishing dan Distribusing, 2013). 
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Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib 

oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun 

keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. 

Pengertian pajak dalam istilah bahasa arab dikenal dengan 

nama Al-Usyr atau Al-Maks atau juga Adh- dharibah yang 

artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para  

penarikan  pajak”. Selain itu ditemukan istilah lain sejenis 

seperti al-kharaj, yang biasa digunakan untuk pungutan 

pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. 

Dalam konteks sejarah islam kharaj dikebal sebagai sejenis 

pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditlakukan 

oleh kekuasaan senjata, telepas dari pakah sipemilik itu 

seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang 

bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Adapun 

menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang 

dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan 

jasa jasa untuk kepentingan umum.nya akan dirasa sebagai 

sebuah beban. 

6. E – SPT 

a. Definisi 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib 

pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan PER-

01/PJ/2016. 

Definisi dari Surat Pemberitahuan Elektronik (e-

SPT) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk memudahkan dalam penyampaian 

SPT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
31

 

Adapun dasar hukum tentang e-SPT adalah Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 03/PJ/2015 yang 

                                                     
31 Agus Suharsono, “E-SPT dan E-Filling dari Perspektif Undang-Undang”, 2018, 

hal. 336–354,. 



28 

 

 

menjelaskan wajib pajak yang mesti menyampaikan SPT 

tahunan pajak penghasilan dalam bentuk dokumen 

elektronik atau e-SPT.32 

b. Fungsi E- SPT  

1) Data perpajakan terorganisir dengan baik. 

2) Penyampaian SPT menjadi cepat dan aman karena 

lampiran berbentuk digital. 

3) Penghitungan pajak dilakukan secara cepat dan tepat 

karena menggunakan sistem komputer. 

4) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data 

perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. 

5) Memudahkan dalam membuat laporan pajak. 

6) Menghindari pemborosan penggunaan kertas. 

7) Data lebih lengkap dan teratur karena penomoran 

formulir menggunakan sistem komputer. 

8) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal 

perekaman SPT yang memakan sumber daya yang 

cukup banyak. 

c. Kelebihan Penggunaan e-SPT
33

 

1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan 

aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash 

disk 

2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik. 

3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data 

perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. 

4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena 

menggunakan sistem komputer. 

5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak. 

6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena 

penomoran formulir dengan menggunakan sistem 

komputer. 

7) Menghindari pemborosan penggunaan. 

 

                                                     
32

 Ibid. 
33

 Widyaningsih Aristanti, Hukum Pajak dan Perpajakan, (Bandung: alvabeta, 

2011). 
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d. Mekanisme 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor Per-03/Pj/2014 Tentang Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Elektronik dan Prosedur Pelaporan SPT 

Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak:
34

 

 

a. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk 

melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat 

Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik 

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan 

cara: a. mengisi aplikasi SPT Elektronik pada laman 

tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas; dan b. 

mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh 

aplikasi e-SPT atau Aplikasi SPT Elektronik lain.  

b. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik 

menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak 

harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak 

yang kurang bayar tersebut sebagai bukti 

pembayaran. 

c. Wajib Pajak memindai keterangan dan/atau 

dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT 

Elektronik ke dalam format Portable Document 

Format (PDF).  

d. Wajib Pajak menggunggah keterangan dan/atau 

dokumen lain yang telah dipindai sebagaimana 

dimaksud pada angka 3 melalui laman Direktorat 

Jenderal Pajak.  

e. Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi SPT 

Elektronik atau mengunggah SPT Elektronik 

meminta kode verifikasi pada laman Direktorat 

Jenderal Pajak. 

f. Wajib Pajak yang telah memperoleh kode verifikasi, 

memasukkan kode verifikasi tersebut dalam 

penyampaian SPT Elektronik melalui laman 

Direktorat Jenderal Pajak. 7. Penyampaian SPT 

                                                     
34 “www.peraturanpajak.com”, n.d. 
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Elektronik dianggap lengkap apabila seluruh elemen 

data digitalnya telah diisi dan lampiran SPT 

Elektronik yang harus dilampirkan dalam SPT 

Elektronik telah disertakan sesuai dengan ketentuan.  

g. Dalam hal penyampaian SPT Elektronik dinyatakan 

lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti 

Penerimaan Elektronik.  

h. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada 

Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (e-mail 

address) yang dicantumkan pada saat pendaftaran 

transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

7. E - FILLING 

a.   Definisi 

e-Filling menurut Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara 

penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time melalui internet 

pada website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider 

(ASP).
35

 Dengan adanya e- filling secara garis besar 

sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain 

memberikan kemudahaan Wajib Pajak dalam 

melaporkaan SPT dengan biaya cenderung lebih murah 

dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat 

karena wajib pajak merekam sendiri Surat 

Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan 

efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan 

pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib 

Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

 

 

 

                                                     
35

 Agus Suharsono, Loc.Cit. 

http://www.pajak.go.id/
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b.  Fungsi E-Filling 

1) Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam 

basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data 

dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu 

yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak 

online tentu menghemat lebih banyak waktu. 

2) Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan 

petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu 

datang ke KPP, apalagi terkena macet hanya untuk 

melaporkan pajak mereka. 

3) Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan 

proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT online 

bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang 

datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean 

panjang. 

4) Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen 

perpajakan. Pemanfaatan sistem online tentu akan 

mengurangi pengurangan penggunaan kertas atau 

dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga 

berisiko hilang dan rusak saat melakukan 

penyimpanan. 

c.  Kelebihan E-Filling 

Penggunaan aplikasi e-Filing dalam melakukan 

pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu : 

 

1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, 

aman, dan kapan saja 

2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan 

SPT. 

3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena 

menggunakan sistem komputer. 

4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian 

SPT dalam bentuk wizard. 

5) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena 

ada validasi pengisian SPT. 

6) Ramah lingkungan dengan mengurangi 

penggunaan kertas. 
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7) Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 

A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 

PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan 

PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta 

dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi 

Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi 

kecuali diminta oleh KPP melalui Account 

Representative (AR) 

d. Mekanisme 

Ada beberapa langkah atau prosedur yang harus 

dilakukan oleh Wajib Pajak jika SPT pajaknya akan 

disampaikan secara efiling. Prosedur penyampaian SPT 

secara e-filing ini diatur dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata 

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara 

Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP). Tahapan-tahapan tersebut antara lain:
36

 

 

1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Kepala KPP tempat Wajib Pajak bersangkutan 

terdaftar. 

2) Mendaftar atau registrasi ke salah satu ASP yang telah 

ditunjuk oleh Dirjen Pajak 

3) Proses E-filing Setelah seluruh langkah tersebut 

terpenuhi maka Wajib Pajak dapat segera 

menyampaikan SPT nya secara online. Wajib Pajak 

dapat mengakses website ASP dengan menggunakan 

login, password dan e- FIN yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

4) Proses setelah pelaksanaan e-filing, Karena pelaporan 

dengan tanda tangan basah masih diperlukan maka 

Wajib Pajak harus melakukan pencetakan (print out) 

formulir Induk SPT yang telah dibubuhi bukti 

penerimaan elektronik. Kemudian Wajib Pajak harus 

menandatangani induk SPT tersebut dan mengirimkan 

atau menyampaikannya secara langsung ke KPP 

tempat Wajib Pajak terdaftar. 

                                                     
36

 Ibid. 



33 

 

 

8. Kepatuhan Wajib pajak 

Muliari dan Setiawan mendefinisikan kepatuhan pajak 

sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian 

ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk 

mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, 

baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak 

perpajakannya.
37

 Wajib pajak yang patuh adalah wajib 

pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.
38

 Adapun Indikator 

Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diriWajib pajak 

yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang 

wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan 

tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. 

b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 

pajak terutangPajak yang telah dihitung kemudian 

disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor 

pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran 

Pajak (SPP). 

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang 

belum  dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo 

tanggal pengenaan denda. 

d. Kepatuhan untuk menyetorkan kebali Surat 

Peberitahuan.Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi 

dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas 

waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 

20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk 

SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib 

                                                     
37

 Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi 

Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”, Vol. 6 No. 1 

(2011), hal. 1–23,. 
38 Siti Kurnia Rahayu, PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 
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pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib badan 

setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan 

dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat 

tidak menyampaikan SPT. 
39

 

Pada dasarnya kepatuhan perpajakan merupakan 

prilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan 

yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak 

patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan 

wajib pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan 

antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran yang 

dibayarkan kepada kas negara. 

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu
40

 : 

a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi secara formal sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang perpajakan.  

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak secara substantif memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan 

jiwa Undang-undang pajak kepatuhan manajerial 

juga dapat meliputi kepatuhan formal. 

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal 

menurut Undang-Undang KUP :
41

 

a. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri 

        Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa 

setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak 

dan kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap 

pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan 

undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya 

untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

 

 

                                                     
39

 Ita salsalina Lingga, “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: 

Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama „X‟ Jawa 

Barat I Ita Salsalina Lingga”, Vol. 5 No. 1 (2013), hal. 50–60,. 
40 dan Siti Kurnia Rahayu Devano, Sony., Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, 

(Jakarta: Kencana, 2006). 
41 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 6, (6 ed.) (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014). 
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b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat 

PemberitahuanPasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP 

menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi 

Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia 

serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib 

pajak terdaftar. 

c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak 

Kewajiban membayar atau menyetor pajak 

dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau 

bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran 

lainnya  

d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. 

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak 

badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan 

(pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan 

oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usahanya atau pekerja bebas yang 

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan 

wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerja bebas. 

e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Terhadap 

wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan 

dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib 

pajak memperlihatkan atau meminkamkan buku atau 

catatan dan dokumen lain yang berhubungan denga 

penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan 

untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang 

perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, serta memberikan keterengan yang 

diperlukan oleh pemeriksaan pajak. 

f. Kewajiban melakukan pemotongan atau 

pemungutan pajak Wajib pajak yang betindak 

sebagai pemberi kerja atau  penyelenggara kegiatan 

wajib memungut pajak tas pembayaran yang 

dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini 

sesuai dengan prinsip with holding system. 
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Adapun kepatuhan wajib pajak secara material menurut 

Undang Undang KUP disebutkan bahwa
42

:  

“Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat 

Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah 

jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan” 

Sedangkan menurut Santoso menyatakan bahwa terdapat 

dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau 

kepatuhan formal yaitu kepatuhan yang terkait denan 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan 

kepatuhan teknis adalah kepatuhan materail, yaitu terkait 

dengan kebenaran pengisian SPT dalam jumlah pajak yang 

harus dibayar.
43

 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi  oleh  dua  jenis  

faktor  yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal  merupakan  faktor  yang  berasal dari diri Wajib 
Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu 
yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban 
perpajakannya. Faktor   internal   yang   mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor 
kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor 
pemahaman terhadap  undang-undang dan peraturan 
perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor 
internal, faktor eksternal adalah  faktor  yang  berasal dari 
luar  diri  Wajib  Pajak,  seperti situasi dan lingkungan di 
sekitar Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
semua  variabel  bebas  yang digunakan memiliki pengaruh 
yang signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak 
PBB. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.  

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau  mengerti,  

sedangkan  perpajakan adalah perihal pajak.  Sehingga 

kesadaran perpajakan   adalah   keadaan   mengetahui atau   

mengerti   perihal   pajak.   Penilaian positif wajib pajak 

terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan 

menggerakkan masyarakat  untuk mematuhi kewajibannya 

                                                     
42

 Ibid. 
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untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak 

mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna  

meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak. 

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai satu 

keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.
44

 

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua 

jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua 

jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 

waktu 10 tahun terakhir; 

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan 

pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak 

pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing 

jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib 

pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun 

terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan 

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba 

rugi fiskal. 

9. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Kepatuhan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terdapat 

dua unsur penting dalam pembentukan negara yakni 

pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau kepemimpinan 

merupakan unsur pertama dalam pembentukan negara. Dalam 

hal “kepemimpinan”, Imam Hasan Basri mengatakan “yang 

menjadi perwakilam kita ada lima perkara yaitu: juma‟at, 

jamaah, hari raya, peperangan dan sanksi hukum. Demi Allah 

agama tidak akan tegak tanpa mereka walaupun mereka 

bertindak zalim. Demi Allah, Allah akan memberikan 

kemaslahatan lewat mereka yang lebih daripada kehancuran 

yang mereka lakukan. Ketaatan kepada mereka adalah sumber 

                                                     
44

 Siti Kurnia. Rahayu, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 
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kebhagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber 

kufur nikmat.”
45

 

Unsur yang kedua dalam pembentukan negara adalah 

rakyat dimana kekuasaan (pemerintah) menangani urusan-

urusan mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan serta 

memutuskam segala perkara yang timbul diantara anggota-

anggotanya. Bahkan dari segi keutamaannya dan prioritasnya, 

rakyat merupakan unsur pertama dimana para penguasa atau 

negara bisa berdiri tegak. Tidak ada artinya eksistensi seorang 

penguasa, baik raja, kepala negara imam maupun khalifah 

tanpa adanya rakyat atau jama‟ah atau umat. Ketaatan atau 

kepatuhan manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah 

merupakan suatu keharusan untuk memberi kuasa kepada 

negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan 

terdahulu.  

Kepatuhan dalam menaati aturan pemerintah sejalan 

dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat 

Islam menaati ummara dan melarang menetang mereka. 

Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-

Nisa ayat 59:    

             

                  

                      

      

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya46 
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 Abdus Salam bin Barjas al-Abd Karim, Etika Pengkritk Penguasa, (Surabaya: 

Pustaka Assunnah, 2002). 
46 Kementerian Agama dan Republik Indonesia Wanita., Loc.Cit. 
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Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang 

dijadikan para fuqaha adaah bentuk inperatif (amr) memberi 

konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang 

didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib 

menjadi sunnah. Dalam ayat ini terdapat perintah menaati 

Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, 

komanan pasukan, gubernur dan menteri serta orang yang 

mengemban tanggung jawab mengurusi urusan umat Islam. 

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat 

tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah, selama 

penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim, selama itu 

pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau 

pemerintah.
47

 Adapun jika tidak taat kepada pemimpin akan 

menimbulkan kerusakan yang besar dan hilangnya keamanan, 

menzalimi masyarakat, terbunuhnya orangorang tidak 

bersalah, dan lain sebagainya maka hal ini tidak boleh 

dilakukan. Dalam kondisi seperti ini wajib bersabar, 

mendengar dan taat dalam kebaikan serta menasihati para 

pemimpin dan mendoakan mereka dengan kebaikan.
48

 

Dalam ajaran islam, kewajiban utama kaum muslim atas 

harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah 

ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Jalan 

tengah dari perbebedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban 

atas harta  yang wajib adalah zakat, namun jika kondisi yang 

menghendakiadanya keperluan tambahan (darurah), maka ada 

kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, 

untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 

mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika 

pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul 

kemudharatan.Sedangkan mencegah kemudharan adalah suatu 

kewajiban.Kepatuhan pajak dan ekonomi islam saling 

memiliki keterkaitan sebagai pembiayaan diupayakan 

ekonomi stabil.Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. As 

Saba‟ ayat 24 yaitu:  

 

                                                     
47

 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, cet 3, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2007). 
48 Abdul Aziz bin Bazz, Fatwa-Fatwa Terlengkap, (Jakarta: Darul Haq, 2006). 
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Artinya:  Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang 

memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” 

Katakanlah, “Allah,” dan sesungguhnya kami atau kamu 

(orang- orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau 

dalam kesesatan yang nyata.49 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa rezeki yang manusia 

nikmati adalah limpahan dari nikmat Allah SWT. 

Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia dimuka bumi 

tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya ketetapan dari 

Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa dasar ekonomi islam 

adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Ekonomi islam 

didasarkan ketauhidan yang artinya bahwa seluruh aktivitas 

ekonomi umat manusia dilaksanakan sesuai dengan 

ketetapanNYA.  

Kerangka Pemikiran dan Pengajuan Hipotesis realisasi 

penerimaan sesuai dengan ketetapan.Kepatuhan wajib pajak 

merupakan wujud pemenuhan untuk pembiayaan negara baik 

bagi daerah. 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

                                   H1 

 

 

 

                                 

 

    H2 

 

                                                     H3(simultan) 

           

            Sumber : Data Diolah , 2022 
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Menurut Sugiyono Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan 

masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
50

 Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

berdasarkan fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empiris.  

1. Pengaruh Penggunaan E-SPT Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Teori (TAM) merupakan pemanfaatan komputer oleh 

individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu presepsi 

Technology Acceptance Model kemanfaatan (perceived 

usefulness) dan kemudahan pengguna (perceived easy of 

use). Presepsi kemanfaatan (perceived usefulness) yang 

dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa 

penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan 

kinerjanya, sedangkan pada presepsi kemudahan pengguna 

kemudahan (perceived easy of use) adalah tingkat keyakinan 

individu bahwa penggunaan sistem infomasi merupakan hal 

yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari 

pemakaiannya. Sesuai dengan penggunaan e-spt 

dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan 

perpajakan berjalan dengan baik, lancar, dan akurat serta 

mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sehingga kepatuhan pajak meningkat. E-SPT 

merupakan salah satu produk kreatif dari Direktorat Jenderal 

Pajak.  

Hipotsesis ini sejalan dengan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Della Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul 

Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak 

Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar 

Selatan),
51

 R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 2020 

berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam 

Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap Kepatuhan 

                                                     
50 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012). 

51
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Wajib Pajak Badan”
52

,Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo pada 

tahun 2018 berjudul “Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan 

Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
53

 

 

H1 : E-SPT berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

2. Pengaruh Penggunaan E-filing Dalam Penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Teori TTF adalah hubungan antara kebutuhan tugas, 

kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya 

kemampuan teknologi dalam membantu individu 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam hal ini pengaruh Task 

Technology Fit (TTF) terhadap pemanfaatan atau 

penggunaan sistem ditunjukkan dengan pemanfaatan sistem 

administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak karena kemudahan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perpajakannya 

seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung 

besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayarkan pajak 

terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan 

efektif dan efisien. 

Hipotsesis ini sejalan dengan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli 

Chomsatu S pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E- 

Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta)”
54

, R. Neneng Rina Andriani, 

dkk. pada tahun 2020 berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt 

Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan 
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(Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”
55

, Della 

Fadhilatunisa pada tahun 2021 berjudul Pengaruh Sistem 

E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang 

Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar 

Selatan)
56

 

 

H2  : E-filing Dalam Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

3. Pengaruh E-SPT dan E-filing Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, 

misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori 

atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku 

ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor 

internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor 

eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi 

wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas 

pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung 

jawab para wajib pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga 

dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu 

untuk mengidentfikasi faktor internal dan eksternal yang 

dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib 

pajak. 

Hipotsesis ini sejalan dengan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh R. Neneng Rina Andriani, dkk. pada tahun 

2020 berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing 

Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan”
57

, Della Fadhilatunisa pada 

tahun 2021 berjudul Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan 

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di 
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56
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57

 Penyampaian Surat et al., Loc.Cit. 
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KPP Pratama Makassar Selatan),
58

 Murniati Sulistyorini, Siti 

Nurlaela, Yuli Chomsatu S pada tahun 2017 yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, 

E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta)”
59

 

H3 : E-SPT dan E-filing Dalam Penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) secara simultan 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

                                                     
58

 Della Fadhilatunisa, Loc.Cit. 
59

 Murniati Sulistyorini et al., Loc.Cit. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi 

yang telah diuraikan, maka dengan mengacu beberapa teori 

dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara Parsial, Variabel penggunaan e- spt  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Maka dengan efisiensi, kemudahan dan efektifitas yang 

diberikan e-spt menunjukkan penggunaan e- spt sudah 

diterapkan dengan baik  oleh wajib  pajak di KPP Bandar 

Lampung Satu. 

2. Variabel penggunaan e – filling berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dengan 

kepastian, efektifitas dan kenyamanan yang diberikan e-

filling menunjukan penggunaan e- filling sudah diterapkan 

dengan baik  oleh wajib  pajak di KPP Bandar Lampung 

Satu. 

3. Secara simultan Variabel penggunaan e- spt  dan e-filling 

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Maka dengan kemudahan, efisiensi dan kenyamanan yang 

diberikan e-spt dan e-filling menunjukan bahwa  kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Bandar Lampung Satu 

meningkat. 

4. Kepatuhan wajib pajak, Kepatuhan dalam mentaati aturan 

pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam 

mewajibkan umat Islam menaati ummara dan melarang 

menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa ketetapan yang dijadikan para fuqaha 

adaah bentuk inperatif (amr) memberi konsekuensi hukum 

wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh 

keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunnah
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Dalam ajaran islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta 

adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada 

kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Jalan tengah 

dari perbebedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas 

harta  yang wajib adalah zakat, namun jika kondisi yang 

menghendakiadanya keperluan tambahan (darurah), maka ada 

kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). 

B. Saran 

1. Bagi DJP, Berdasarkan hasil kueisioner diketahui bahwa 

Variabel Penggunaan e- spt  indikator efisiensi, kemudahan 

penggunaan dan efektifitas. Kemudian Variabel e-filling 

pada indikator kepastian efektifitas dan kenyamanan. 

Semua indikator  mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak. 

Oleh karena itu DJP diharapakan tetap mempertahankan 

serta meningkatkan sistem operasi untuk penggunaan e-spt 

dan e-filling agar lebih mudah digunakan oleh wajib pajak. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan 

luas lagi mengenai permasalahan e-spt dan e-filling. Bisa 

dengan menambahkan variabel lainnya yang sejalan dan 

bisa memperkuat penelitian. 

3. Bagi wajib pajak dengan adanya penelitian yang dilakukan 

ini baiknya dapat dijadikan referensi dalam kegiatan 

melaporkan pajak menggunnakan espt dan e- filling 

sehinngga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta 

penerimaan pajak negara juga akan meningkat.  .
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